MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 /PMK.03/2022
TENTANG
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN MAKANAN DAN MINUMAN, JASA KESENIAN
DAN HIBURAN, JASA PERHOTELAN, JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR,
SERTA JASA BOGA ATAU KATERING,
YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan
penyelarasan objek pajak antara pajak pusat dan pajak
daerah, perlu diatur ketentuan mengenai kriteria dan/atau
rincian makanan dan minuman, jasa Kkesenian dan
hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir,
dan jasa boga atau katering, yang tidak dikenai pajak
pertambahan nilai;

b. bahwa makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan,
jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa
boga atau katering yang merupakan objek pajak daerah dan
retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi
daerah, tidak dikenai pajak pertambahan nilai sesuai
dengan ketentuan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
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Mengingat

Menetapkan

-0

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tenté_ng Kriteria dan/atau Rincian
Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa
Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa
Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan
Nilai;

1. Pasal 17 avat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KRITERIA
DAN/ATAU RINCIAN MAKANAN DAN MINUMAN, JASA
KESENIAN DAN HIBURAN, JASA PERHOTELAN, JASA

Www.jdih.kemenkéu%.go.id


https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/9d9e91bd-e9f0-4e8c-86f1-c6841cf834f3
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/1983/8TAHUN~1983UU.HTM
https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/ff63731a-9417-4f4f-adcf-127f3fa434ce
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a9faab97-aca7-4f87-9fdc-faa8123d1454/7TAHUN2021UU.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/57TAHUN2020PERPRES.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a659847a-95b2-40b0-9da4-6972f9a151b1/118~PMK.010~2021Per.pdf

-3-

PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR, SERTA JASA BOGA ATAU
KATERING, YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAIL

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah beserta perubahannya.

2. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

3. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai Pajak
Pertambahan Nilai.

4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk
apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan
barang tidak berwujud dari luar daerah pabean,
melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau
memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2
Makanan dan minuman yang disajikan:
a. dihotel;
b. di restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
c. oleh Pengusaha jasa boga atau katering,
yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk jenis

barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 3
Jasa tertentu dalam kelompok:

a. jasa kesenian dan hiburan;
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b.
c.
d.
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jasa perhotelan;
jasa penyediaan tempat parkir; dan

jasa boga atau katering,

yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk jenis jasa

yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

(2)

(3)

Pasal 4

Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 meliputi makanan dan minuman baik yang

dikonsumsi di tempat maupun tidak.

Restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling

sedikit menyediakan layanan penyajian makanan
dan/atau minuman berupa penyediaan fasilitas meja,

kursi, dan/atau peralatan untuk makan dan minum di

tempat.

Pengusaha jasa boga atau katering sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ paling sedikit melakukan

kegiatan pelayanan sebagai berikut:

a. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah
jadi, pembuatan, penyimpanan, dan penyajian
berdasarkan pesanan,

b. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan
berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan
penyimpanan dilakukan; dan

c. 'penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan
dan petugasnya.

Tidak termasuk makanan dan minuman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 yaitu makanan dan minuman

yang disediakan oleh:

a. Pengusaha toko swalayan dan sejenisnya yang tidak
semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;

b. Pengusaha pabrik makanan dan/atau minuman;

A
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c. Pengusaha penyedia fasilitas yang kegiatan usaha
utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu
pesawat {lounge) pada bandar udara.

(5) Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 5
(1) Jasa tertentu dalam kelompok jasa kesenian dan hiburan
yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual
lainnya yang dipertontonkan secara langsung di

suatu lokasi tertentu;

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan;

d. kontes binaraga,

e. pameran,

f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

h. permainan ketangkasan;

i.  olahraga permainan dengan menggunakan
tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan
untuk olahraga dan kebugaran,

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana

pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana
permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun
binatang;

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

L. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap
atau perawatan dengan air (spa).

(2) Tidak termasuk jasa kesenian dan hiburan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. kegiatan pelayanan penyediaan tempat/ruang
dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk

permainan golf; dan

A
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b. penyerahan jasa digital berupa penayangan
(streaming) film atau audio visual lainnya melalui
saluran internet atau jaringan elektronik.

(3) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 6
(1) Jasa tertentu dalam kelompok jasa perhotelan yang tidak
dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b meliputi jasa penyewaan kamar

dan/atau jasa penyewaan ruangan di:

a. hotel;

b. hostel;

c. vila;

d. pondok wisata,

e. motel;

f. losmen;

g. wisma pariwisata;
h. pesanggrahan,

rumah penginapan, wisma tamu (guest house),

[
.

bungalo, tempat beristirahat (resort), atau pondok
wisata (cottage);

j.  tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
dan

k. perkemahan mewah (glamping).

(2) Jasa penyewaan kamar meliputi jasa penyediaan
akomodasi dan fasilitas penunjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk fasilitas tambahannya
serta fasilitas terkait untuk tamu yang menginap.

(3) Fasilitas tambahannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan fasilitas penunjang yang terkait secara
langsung dengan jasa penyewaan kamar, dapat berupa
pelayanan kamar (room service), pendingin udara (air
conditioning), binatu (laundry and dry cleaning}, kasur
tambahan (extrabed), furnitur dan perlengkapan tetap
(fixture), telepon, brankas (safety box), internet, televisi

satelit/kabel, dan minibar. fg
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(4) Fasilitas terkait untuk tamu yang menginap sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas yang terkait
secara langsung dengan kegiatan jasa penyewaan kamar
dan hanya diperuntukkan bagi tamu yang menginap, yang
dapat berupa fasilitas olah raga dan hiburan, fotokopi,
teleks, faksimile, dan transportasi hotel.

(5) Jasa penyewaan ruangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan jasa penyewaan untuk kegiatan acara
atau pertemuan.

(6) Tidak termasuk jasa perhotelan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit berupa:

a. jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara
atau pertemuan di hotel, hostel, vila, pondok wisata,
motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan,
rumah penginapan dan sejenisnya, tempat tinggal
pribadi yang difungsikan sebagai hotel, atau
perkemahan mewah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berupa penyewaan ruangan untuk
anjungan tunai mandiri (ATM), kantor, perbankan,
restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko
retail, dan klinik;

b. jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk
tambahannya serta fasilitas penunjang terkait
lainnya, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
dan

c. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang
diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan.

(7) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

(8) Pengecualian jasa penyewaan unit dan/atau ruangan,
termasuk tambahannya serta fasilitas penunjang terkait
lainnya, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya,
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dari
kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai Pajak

Pertambahan Nilai, didasarkan atas izin usahanya.

i
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Pasal 7

(1) Jasa tertentu dalam kelompok jasa penyediaan tempat
parkir yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ meliputi:

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(2) Tidak termasuk jasa penyediaan tempat parkir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa
jasa pengelolaan tempat parkir.

(3) Jasa pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

(4) Jasa pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan jasa yang dilakukan oleh
Pengusaha pengelola tempat parkir untuk mengelola
tempat parkir yang dimiliki atau disediakan oleh pemilik
tempat parkir, dengan menerima imbalan dari pemilik

tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil.

Pasal 8
Jasa tertentu dalam kelompok jasa boga atau katering yang
tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan pelayanan yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3).

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2012

tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir yang

Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak
Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomeor 719);

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015

tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang Termasuk

dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan
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Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 162);

c¢. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2015
tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang
Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 361}; dan

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMEK.010/2015

tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan vang Tidak
Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1190),

dicabut dan dinyvatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022,
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 370

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
w.b:
Plt. Kepala Baglan ﬁdmxmstram Kementerian

/4[

RIANSYAH N
0213:199703 1 001

NIP

www.jdih.kemenkeu.go.id



	05042022124143.pdf
	PMK No. 1 Th 2022.pdf
	PMK 70 Tahun 2022.pdf



